
 

 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2011 

TENTANG 

HONORARIUM BAGI KETUA, WA  KIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI 

INFORMASI PUSAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang :   bahwa  da lam rangka  meningka tkan mutu,  pres tas i,  pengabdian,  dan 

ga irah ker ja  bagi Ketua,  Wakil  Ketua,  dan Anggota  Komis i  

Informas i Pusa t ,  dipandang per lu  menetapkan Honorar ium Bagi 

Ketua,  Wakil  Ketua,  dan Anggota  Komis i  I nformas i Pusat  dengan 

Peraturan Pres iden;  

 

Menginga t :  1 .  Pasa l  4  ayat  (1)  Undang-Undang dasar  Nega ra  Republik 

Indones ia  Tahun 1945; 

  2 .  Undang-Undang Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informas i Publik (Lembaran Nega ra  Republik Indones ia  Tahun 

2008 Nomor  61,  Tambahan Lembaran nega ra  Republik  

Indones ia  Nomor  4846);  

 

MEMUT USKAN: 

Menetapkan :  PERAT URAN PRESIDEN T ENT ANG HONORARIUM BAGI 

KET UA,  WAKIL KET UA,  DAN ANGGOT A KOMISI INFORMASI 

PUSAT. 

 
Pasal 1 

Kepa da  Ketua ,  Waki l  K etua ,  dan Anggota  Komis i  I nfor mas i Pusat  

diber ikan honorar ium setiap bulan.  
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Pasal 2 

Besarnya honorar ium sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebaga i 

ber ikut: 

a. Ketua sebesar Rp. 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus 

ribu rupiah);  

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus 

ribu rupiah);  

c. Anggota sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

 

Pasal 3 

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diber ikan sejak 

yang bersangkutan diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Komisi Informasi Pusat. 

 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau 

Ketua Komisi Informasi Pusat, baik secara bersama-sama maupun 

sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

 

Pasal 5 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Maret 2011 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YODHOYONO 
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